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BAB V 

PENUTUP 

 

Berdasarkan uraian-uraian dalam hasil analisis yang telah dikemukakan 

dalam bab-bab terdahulu, maka penulis dapat menarik kesimpulan dari seluruh 

hasil penelitian serta saran-saran yang diuraikan sebagaiberiku: 

 

A. KESIMPULAN  

Dalam penelitian ini ditemukan banyak informasi bahwa: 

1. Tubak belo sebagai cara mempertahankan hak milik atas tanah pada 

masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur karena 

adanya keyakinan bahwa pembunuhan yang dilakukan pada saat tubak belo 

merupakanperintah langsung dari Rerawulan Tanaekan, leluhur dan 

Lewotana dan harus melewati ritus-ritus adat yang sangat panjang. Tubak 

belo dilakukan untuk mendapatkan beberapa nilai dasar dalam melakukan 

pembunuhan selama tubak belo berlangsung adalah untuk mendapatkan 

nilai kebenaran dan keadilan yang hakiki, untuk mendapatkan suatu nilai 

yang berfungsi memperekat hubungan solidaritas kelompok atau 

kekompakan dalam kelompoknya, dan nilai rekonsiliasi sosial. 

2. Masyarakat hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur, tubak 

belo sebagai salah cara untuk mengatasi konflik/sengketa sosial di 

masyarakat. Ini berarti, tubak belo dan ritualnya yang merupakan cara 

penyelesaian sengketa guna mempertahankan hak milik atas tanah yang 

lebih dirasakan keadilannya dan kemudian mengupayakan suatu 

rekonsiliasi atau perdamaian antara para pihak yang bersengketa. Hal ini 

menunjukkan bahwa bagi masyarakat Adonara penyelesaian sengketa 

tanah melalui Lembaga Peradilan Negara tidak memberikan kontribusi 

untuk memperoleh suatu hasil yang memuaskan dan tidak membawakan 

para pihak untuk berdamai, karena setelah itu pasti akan menaru dendam 

atau permusuhan dan berujung pasa perang tanding. Dengan kata lain 
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pengadilan Negara bukan lagi sebagai benteng pertahanan untuk mengatasi 

masalah atau konflik sosial yang terjadi di masyarakat. Bagi masyarakat 

hukum adat Lamaholot di Kecamatan Adonara Timur lebih yakin dengan 

melakukan tubak belo sebagai cara untuk mempertahankan hak milik atas 

tanah karena pembuktiannya lebih kuat setelah dilegitimasi dengan ritual 

adat soga sumpah (angkat sumpah) dan bersifat final.  

B. SARAN 

1. Apabila kedepannya masih terjadi persoalan mengenai sengketa tanah, 

ketika mendengar isu akan terjadi tubak belo maka pihak pemerintah harus 

langsung turun untuk melakukan survey terhadap tanah yang disengketakan 

dan sekaligus melakukan pendekatan terhadap kedua belah pihak oleh 

seorang yang telah terpilih sebagai mediator untuk memberikan informasi 

dari kedua belah pihak yang bersengketa,dan menghadirkan para kepala 

adat, tokoh-tokoh adat, pemuika agama dan kepala ulayat dari masing-

masing pihak untuk mencari tahu sejarah tanah dari kedua belah pihak guna 

mendapat suatu titik cerah dan memberikan suatu keputusan yang 

menguntungkan kedua belah pihak agar tidak terjadi tubak belo atau perang 

tanding. Karena tanah langsung dikaitkan dengan seorang perempuan atau 

ibu dan apabila terjadi masalah mengenai tanah maka dari pihak pemerintah 

harus jeli dalam menangani kasus - kasus yang seperti terjadi sekarang ini 

agar tidak terulang lagi terjadinya tubak belo atau perang tanding yang 

berkelanjutan.   

2. Dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan harus diperhatikkan 

dan dihubungkan dengan hukum adat yang hidup dan berkembang dalam 

suatu komunitas masyarakat hukum adat terutama nilai-nilai budaya lokal 

yang selama ini mereka jadikan sebagai peraturan yang mengatur kehidupan 

mereka agar masyarakat dapat menerima hukum tertulis atau mengakui 

keberadaannya dalam kehidupan mereka sehari-hari karena hukum yang 

berlaku di masyarakat meruipakan hukum yang diwariskan oleh nenek 

moyang atau leluhur. 
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